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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
Penelitian ini dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Agung 
Nomor: 773 K/Pdt.Sus-BPSK/2015, yang menghasilkan data-data sebagai 
berikut: 
1. Para Pihak : 
1.1 PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM (PT PLN 
BATAM, yang diwakili oleh Direktur PT PLN Baatam, Tuan 
Dadan Kurniadipura, berkedudukan di Jalan Engku Putri Nomor 3 
Batam Center-Batam, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Abdul 
Kadir, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Jend. Sudirman 
Ruko Mega Legenda Blok A3 Nomor 18 Batam Center-Batam, 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2015;  
   Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Tergugat sebagai 
Pelaku Usaha; 
1.2  ELIYAS LANGODAY, bertempat tinggal di Ruko Bengkong 
Indah Atas Blok H Nomor 1, Batam, dalam hal ini memberi kuasa 
kepada Adam A. Kola, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor 
di Komplek Perumahan Bida Garden I Bogenville IV, Nomor 12 A, 
Batam Centre, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusu tanggal 27 
April 2015;  
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  Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Penggugat sebagai 
Konsumen; 
2. Tentang Duduknya Perkara 
2.1 Bahwa PT PLN Batam dalam rangka memberikan pelayanan yang 
maksimal kepada Pelanggannya/Konsumen telah resmi bergabung 
dalam sistem P2APST (Pengelolaan dan Pengawasan Arus 
Pendapatan Secara Terpusat) pada tanggal 3 Oktober 2011 yang 
untuk pertama kali dilaunching di gedung pusat PT PLN Batam, 
dimana layanan pembayaran tagihan listrik bagi konsumen dapat 
dilakukan di Bank maupun Kantor Pos yang telah menjalin 
kerjasama dengan Pemohon; 
2.2 Bahwa sebelum adanya sistem baru tersebut segala bentuk 
pembayaran tagihan rekening listrik hanya dapat dibayarkan 
melalui loket-loket milik PT PLN Batam yang jumlahnya sangat 
terbatas. Kemudian sejak diterapkan sistem baru dimana konsumen 
dapat melakukan pembayaran melalui bank dan kantor pos lebih 
memudahkan bagi konsumen;   
2.3  Bahwa dengan sistem baru tersebut ditujukan untuk memberikan 
pelayanan yang maksimal kepada pelanggan/konsumen listrik. 
Dimana dengan sistem baru tersebut konsumen dapat melakukan 
pembayaran tagihan rekening listriknya pada setiap bank yang telah 
menjalin kerjasama dengan PT PLN Batam sehingga pembayaran 
tagihan listrik dapat dilakukan kapan dan dimana saja; 
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2.4  Bahwa dengan sistem baru tersebut pelanggan/konsumen tidak 
hanya dapat membayar tagihan listrik di BRI, BNI maupun Kantor 
Pos, tapi dapat pula melakukan pembayaran tagihan listrik di 43 
bank yang ada di seluruh Indonesia; 
2.5 Bahwa dengan sistem baru tersebut akan sangat membantu 
pelanggan/konsumen listrik dari PT PLN Batam, dimana tidak 
perlu lagi harus mendatangi loket-loket pembayaran milik PT PLN 
Batam yang jumlahnya sangat terbatas dan harus antri berjam-jam 
hanya untuk membayar tagihan listrik. Sehingga dengan sistem 
baru tersebut seharusnya pelanggang/konsumen termasuk Eliyas 
Langoday akan lebih mudah dalam melakukan pembayaran tagihan 
listriknya setiap bulan. Adanya sistem baru tersebut konsumen 
lebih diuntungkan karena bisa menghemat biaya transportasi dan 
juga waktu; 
2.6   Bahwa pemberlakuan sistem PPOB (Payment Point Online Bank) 
yang diterapkan oleh PT PLN Batam terhadap konsumen dalam 
melakukan pembayaran tagihan listrik didasarkan pada perjanjian 
penyambungan listrik antara PT PLN Batam dan Eliyas Langoday 
sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku; 
2.7 Bahwa pungutan biaya tambahan yang dikenakan kepada 
konsumen termasuk juga kepada Eliyas Langoday karena adanya 
layanan tambahan (PPOB) berupa biaya administrasi bank dan/atau 
Kantor Pos didasarkan pada pertimbangan dalam rangka pemberian 
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layanan maksimal kepada konsumen listrik dimana PT PLN Batam 
sama sekali tidak mengambil keuntungan atas layanan tambahan 
yang diberikan yaitu PPOB melalui bank maupun Kantor Pos dan 
oleh karenanya hal tersebut adalah sah menurut hukum; 
2.8 Bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh PT PLN 
Batam dalam memori kasasinya adalah sebagai berikut: 
1. Tentang Majelis Hakim tidak cermat dalam melihat fakta-
fakta hukum 
a. Bahwa sangat jelas dan terang bahwa putusan 
Majelis Arbitrase BPSK Kota Batam Putusannya 
Nomor 022/PK-ARB/BPSK/XI/2014 tanggal 15 
Desember 2014 yang menjadi alasan PT PLN 
Batam mengajukan Permohonan Keberatan pada 
Pengadilan Negeri Batam dikarenakan adanya 2 
(dua) amar putusan yang saling bertentangan satu 
sama lainnya. Hal ini dapat dilihat pada butir 3 dan 
5 isi amar putusan. Dalam butir 3 amar putusan 
dinyatakan: “menghukum Tergugat untuk 
menghentikan pungutan biaya tambahan berupa 
biaya administrasi bank kepada konsumen yang 
melakukan pembayaran tagihan rekening listriknya 
dikantor-kantor pelayanan PT PLN Batam”; 
sedangkan selanjutnya dalam butir 5 amar 
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putusannya menyatakan: “membebaskan Tergugat 
untuk melakukan kerjasama dengan bank dan 
koperasi serta kantor pos dalam rangka penerimaan 
pembayaran tagihan listrik dari konsumen dengan 
memungut biaya administrasi bank dan merupakan 
pilihan tempat pembayaran rekening tagihan 
listrik”;  
Bahwa fakta diatas merupakan hal dan menjadi 
fakta hukum tentang adanya dua amar putusan yang 
saling bertentangan dalam satu putusan hukum. 
Dalam butir 3 amar putusan menghukum PT PLN 
Batam untuk menghentikan pungutan biaya 
administrasi bank, kantor pos dan koperasi 
sedangkan dalam butir 5 putusan memberikan 
kebebasan kepada PT PLN Batam untuk melakukan 
kerjasama dengan pihak bank, koperasi dan kantor 
pos untuk memungut biaya administrasi bank. 
b. Bahwa apabila dibaca secara teliti dan cermat atas 
putusan majelis arbitrase BPSK Kota Batam dalam 
perkara a quo terutama butir 3 dan 5 amat putusan, 
sesungguhnya putusan itu bukan hanya berakibat 
hukum kepada Eliyas Langoday dan PT PLN Batam 
tapi juga mengikat pihak lain dalam hal ini 
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konsumen lain yang tidak ikut dalam alur perkara a 
quo; 
c. Bahwa majelis Pengadilan Negeri Batam (Judex 
Facti) dalam pertimbangan hukum pada halaman 13 
alinea ke 3 baris ke delapan menyatakan bahwa 
“dalam putusan BPSK tidaklah terdapat amar yang 
bertentangan antara amat butir 3 dan 5 dimana 
sudah jelas dalam amar butir 3 dimaksudkan PT 
PLN Batam untuk menghentikan biaya tambahan 
berupa biaya administrasi bank kepada Eliyas 
Langoday dan amar butir 5 dimana membebaskan 
PT PLN Batam melakukan kerjasama dengan bank 
dan koperasi serta kantor pos dalam rangka 
penerimaan pembayaran rekening listrik konsumen 
dengan memungut administrasi bank, koperasi dan 
kantor pos dan merupakan pilihan tempat 
pembayaran rekening listrik konsumen akan tetapi 
tidak dibebankan kepada konsumen”; 
Bahwa apabila dibaca secara cermat dan teliti butir 
5 amar putusan Nomor 022/PK-ARB/BPSK/2014 
tidak ada kalimat “.....akan tetapi tidak dibebankan 
kepada konsumen”, hal ini menjadi bertolak 
belakang dengan salah satu pertimbangan hukum 
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dari Majelis Hakim yang menjadikanya 
pertimbangan hukum dalam putusannya sehingga 
pertimbangan hukum majelis hakim tersebut tidak 
berdasarkan fakta yang ada; 
2. Tentang Majelis Hakim Telah Salah Dalam Menerapkan 
Hukum; 
a. Bahwa Putusan Majelis Hakim melalui 
pertimbangan hukumnya pada halaman 14 baris 
ketiga belas, “.........sehingga dalam hal ini putusan 
BPSK tidak memutus diluar apa yang dimintakan 
Termohon Keberatan”, merupakan pertimbangan 
hukum yang keliru sehingga berkibat pada salahnya 
penerapan hukum oleh Majelis Hakim; 
Dalam surat gugatannya Eliyas Langoday tidak 
meminta kepada majelis BPSK untuk “Menghukum 
Pemohon Kasasi untuk segera menyesuaikan 
klausula baku perjanjian berlangganan tenaga listrik 
dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen”; 
Bahwa perjanjian yang dibuat oleh T PLN Batam 
dan Konsumen termasuk juga Eliyas Langoday 
adalah dokumen yang sebelumnya sudah dibahas 
dan disetujui oleh kedua belah pihak  kemudian 
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baru ditandatangani sehingga perjanjian diantara 
mereka bukan termasuk dalam pengertian “klausula 
baku” sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 52 
huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen yang dijadikan 
rujukan oleh Majelis Hakim dalam putusannya; 
Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 339 
K/Sip/1969 berbunyi “Putusan yang menyimpang 
dari isi tuntutan, baik karena meliputi hanya 
sebahagian dari tuntutan maupun karena lebih dari 
yang dituntutkan harus dibatalkan”; 
Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 372 
K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971 berbunyi 
“Putusan Pengadilan yang didasarkan atas 
pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan 
haruslah dibatalkan”; 
b. Bahwa majelis hakim pada Pengadilan Negeri 
Batam telah salah dalam menerapkan hukum karena 
mengabaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 Tentang 
Cara pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan 
Penyelesaiaan Konsumen, yaitu: “Dalam Hal 
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Keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar 
ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), majelis 
hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen 
yang bersangkutan”; 
 3. Pertimbangan Hukum Hakim 
3.1 Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, 
Mahkamah Agung berpendapat: 
 Mengenai keberatan ke-1 dan 2: 
1. Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat 
dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama 
memori kasasi tanggal 1 April 2015 dan jawaban memori 
kasasi tanggal 30 April 2015 dihubungkan dengan 
pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan 
Negeri Batam ternyata Judex Facti tidak salah menerapkan 
hukum menolak permohonan keberatan dari PT PLN 
Batam dengan pertimbangan; 
2. Bahwa putusan BPSK sudah tepat dan benar sesuai dengan 
ketentuan hukum, dimana BPSK telah mengabulkan 
gugatan Penggugat sebagian, karena Penggugat telah dapat 
membuktikan dalil gugatan secara tepat dan beralasan 
sehingga Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang 
biaya administrasi bank yang dibayarkan Penggugat di 
Kantor Pelayanan PLN sesuai dengan bukti-bukti yang 
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dimiliki Penggugat serta menghukum Tergugat untuk 
menyesuaikan klausul baku perjanjian berlangganan tenaga 
listrik dan membebaskan Tergugat untuk melakukan 
kerjasama dengan bank-bank yang ssemuanya didasarkan 
pada pertimbangan yang cukup beralasan sehingga diambil 
alih oleh Pengadilan Negeri Batam sebagai 
pertimbangannya sendiri sehingga menolak keberatan PT 
PLN Batam;  
3.2 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, 
ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 
267/Pdt.BPSK/2014/PN Btm., tanggal 12 Maret 2015 dalam 
perkara ini tidak bertantangan dengan hukum dan/atau Undang-
Undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh 
Pemohon Kasasi PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL 
BATAM (PT PLN BATAM) tersebut harus ditolak;  
 3.3  Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari PT PLN Batam 
ditolak, maka PT PLN Batam harus dihukum untuk membayar 
biaya perkara pada tingkat kasasi ini; 
 4. Amar Putusan Hakim 
 4.1 Dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota 
Batam Nomor 022/PK-ARB/BPSK/XI/2014 tanggal 15 Desember 
2014 yang amarnya sebagai berikut: 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian; 
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2. Menghukum Tergugat mengembalikan uang biaya administrasi 
Bank yang dibayar Penggugat di Kantor-kantor Pelayanan PT 
PLN Batam sesuai jumlah bukti-bukti yang dimiliki Penggugat 
seluruhnya; 
3. Menghukum Tergugat untuk menghentikan menghentikan 
biaya tambahan berupa biaya administrasi Bank kepada 
konsumen yang melakukan pembayaran tagihan rekening 
listriknya di kantor-kantor pelayanan PT PLN Batam; 
4. Menghukum Tergugat untuk segera menyesuaikan klausula 
baku perjanjian berlangganan tenaga listrik dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen; 
5. Membebaskan Tergugat untuk melakukan kerjasama dengan 
Bank dan Koperasi serta Kantor Pos dalam rangka penerimaan 
pembayaran tagihan listrik konsumen dengan memungut biaya 
administrasi bank dan merupakan pilihan tempat pembayaran 
rekening listrik konsumen; 
4.2 Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam memberi putusan Nomor 
267/Pdt.BPSK/2014/PN Btm tanggal 12 Maret 2015 yang amarnya 
sebagai berikut: 
1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon tersebut; 
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2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang 
sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus 
empat puluh satu ribu rupiah); 
4.3 Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 773 K/Pdt.Sus-
BPSK/2015 tanggal 27 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut: 
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT 
PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM (PT PLN 
BATAM) tersebut; 
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat 
untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang 
ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 
 
B. Pembahasan 
  Kebutuhan konsumen akan penggunaan jasa kelistrikan saat ini sangatlah 
pesat. Penggunaan jasa kelistrikan merupakan kebutuhan yang penting untuk 
memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, 
karena sebagian besar aktivitas kehidupan sehari-hari pasti membutuhkan tenaga 
listrik. Oleh karena itu PT PLN Batam sebagai penyedia jasa kelistrikan dituntut 
untuk selalu memberikan pelayanan yang maksimal kepada para konsumennya. 
Menurut Pasal 1 angka (3) UUPK menyatakan bahwa: 
Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, 
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum 
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 
wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 
berbagai bidang ekonomi. 
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Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang  
Ketenagalistrikan menyatakan bahwa: 
Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik 
meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga 
listrik kepada konsumen. 
 
Pengertian pelaku usaha menurut Ahmadi Miru yaitu: 
Istilah pelaku usaha pada umumnya juga lebih dikenal dengan 
istilah pengusaha. Pengusaha adalah setiap orang atau badan usaha 
yang menjalankan usaha memproduksi, menawarkan, 
menyampaikan atau mendistribusikan suatu produk kepada 
masyarakat luas selaku konsumen
59
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Az. Nasution menggolongkan pelaku usaha sebagai berikut:
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a. Pelaku usaha sebagai pencipta atau pembuat barang yang menjadi 
sumber terwujudnya barang yang aman dan tidak merugikan 
konsumen. 
b. Pedagang sebagai pihak yang menyampaikan barang kepada 
konsumen. 
c. Pengusaha jasa (Pelaku usaha yang memberi pelayanan dan atau 
menjual sebuah prestasi kepada konsumen). 
 
  Berdasarkan data nomor 1.1 tentang para pihak apabila dihubungkan 
dengan Pasal 1 ayat (3) UUPK, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2009 tentang  Ketenagalistrikan dan pendapat Ahmadi Miru dan Az Nasution 
maka dapat dideskripsikan bahwa PT PLN Batam merupakan Pelaku Usaha 
karena merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang memberikan 
jasa kelistrikan dan bertempat tinggal di wilayah hukum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
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 Miru, Ahmadi, Op.Cit., hlm. 8 
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 Az. Nasution, 2007, Hukum Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta, Diadit Media, hlm. 10 
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Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa: 
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, 
orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan. 
 
Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa: 
Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga 
listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. 
 
Selain pengertian Konsumen yang ada dalam UUPK dan Undang-Undang 
tentang Ketenagalistrikan, AZ. Nasution juga mengemukakan pengertian 
Konsumen yaitu:  
Istilah Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer 
(Inggris, Amerika), atau consumennt/konsument (Belanda). 
Pengertian dari consumer atau consument itu tergantung dalam 
posisi mana ia berada. Secara harfiah kata consumer adalah (lawan 
dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. 
Penggunaan barang atau jasa menentukan termasuk kelompok 
mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus bahasa Inggris-
Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau 
konsumen.
61
  
 
AZ. Nasution mengemukakan definisi konsumen secara bahasa sedangkan 
Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani mengemukakan pengertian konsumen 
yaitu: 
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 
orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan.
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 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2000, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, 
Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 5 
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Berdasarkan data nomor 1.2 tentang para pihak apabila dihubungkan dengan 
Pasal 1 ayat (2) UUPK, Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 
tentang  Ketenagalistrikan, pendapat AZ Nasution, Gunawan Widjaya dan 
Ahmad Yani maka dapat dideskripsikan bahwa Eliyas Langoday merupakan 
konsumen karena menggunakan jasa kelistrikan untuk kepentingan sendiri dan 
membayar tagihan rekening listrik. 
Hubungan hukum terjadi antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam 
KUHPerdata yang lebih banyak digunakan atau berkaitan dengan asas-asas 
hukum mengenai hubungan/masalah konsumen adalah buku III tentang Perikatan, 
baik perikatan yang terjadi berdasarkan perjanjian maupun perikatan yang lahir 
berdasarkan Undang-Undang. Hubungan hukum antara konsumen dan PT PLN 
Batam tersebut merupakan hubungan hukum langsung yang menimbulkan hak 
dan kewajiban antara para pihak. 
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo berpendapat mengenai hubungan 
langsung yaitu:  
Hubungan langsung yang dimaksudkan adalah hubungan antara 
produsen dan konsumen yang terikat secara langsung dengan 
perjanjian tanpa mengabaikan jenis perjanjian-perjanjian lainnya, 
pengalihan barang dari produsen kepada konsumen, pada umumnya 
dilakukan dengan perjanjian jual beli, baik yang dilakukan secara lisan 
maupun tertulis.
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Pengertian Perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah: 
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 
 
Menurut Subekti 
Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji 
kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 
melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan 
antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu 
menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam 
bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang 
mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau 
ditulis.
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KUHPerdata mengatur mengenai syarat sah perjanjian yang terdapat 
didalam Pasal 1320 yaitu:  
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 
3. Suatu hal tertentu. 
4. Suatu sebab yang halal. 
 
Berdasarkan data sekunder nomor 2.6 tentang pemberlakuan sistem 
Payment Point Online Bank (PPOB) yang diterapkan oleh PT PLN Batam 
terhadap Eliyas Langoday didasarkan pada perjanjian penyambungan listrik sesuai 
dengan ketentuan dan hukum yang berlaku, apabila dihubungkan dengan Pasal 
1313 KUHPerdata dan pendapat Subekti, Amadi Miru dan Sutarman Yodo 
perjanjian antara PT PLN Batam dan Eliyas Langoday sudah sah karena sudah 
memenuhi syarat sah perjanjian, dimana para pihak saling mengikatkan diri untuk 
melakukan perjanjian jual beli sehingga timbul suatu hubungan hukum serta 
menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. 
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Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa: 
Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena 
Undang-Undang. 
 
Ketentuan tersebut mengartikan bahwa sumber perikatan adalah perjanjian 
dan Undang-Undang. Tenaga listrik ini dikelola oleh Negara melalui alat 
perlengkapan Negara yaitu Badan Usaha Milik Negara yang dalam hal ini 
dikelola oleh PT PLN Batam sebagai representasi dari Negara dalam bidang 
pengelolaan listrik bagi masyarakat dimana masyarakat yang ingin 
mempergunakan atau memanfaatkan tenaga listrik harus melakukan registrasi 
kepada PT PLN Batam untuk menjadi konsumen pengguna listrik 
Pengertian Perjanjain Jual-beli dalam Pasal 1457 KUHPerdata, yaitu: 
Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak 
yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. 
  
 
Menurut Wirjono Prodjodikoro 
Jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri 
untuk berwajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain berwajib 
membayar harga yang dimufakati mereka berdua.
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Berdasarkan data sekunder nomor 2.6 tentang perjanjian penyambungan 
listrik antara PT PLN Batam dan Eliyas Langoday apabila dihubungkan dengan 
Pasal 1457 KUHPerdata dan pendapat Wirjono Prodjodikoro maka dapat 
dideskripsikan bahwa perjanjian antara PT PLN Batam sebagai penyedia jasa 
kelistrikan dengan Eliyas Langoday selaku Konsumen jasa kelistrikan dalam 
penelitian ini adalah perjanjian jual beli PT PLN Batam sebagai penyedia jasa 
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kelistrikan memberikan pelayanan jasa kelistrikan kepada Eliyas Langoday selaku 
konsumen jasa kelistrikan. Dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, menyangkut 
barang itu sudah jelas objek perjanjian tersebut adalah benda atau barang, yaitu 
tenaga listrik.  
 Konsumen dan pelaku usaha tidak hanya membuat suatu perjanjian dalam 
melakukan kegiatan usahanya tetapi meliputi juga hak dan kewajiban yang 
menjadi unsur dasar yang penting dalam rangka mewujudkan kegiatan 
sebagaimana dengan mestinya. Kegiatan usaha tersebut dapat berjalan dengan 
semestinya apabila konsumen dan pelaku usaha sadar akan dan dan kewajiban 
masing-masing, di dalam UUPK telah dijelaskan secara detail mengenai hak 
konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 yaitu: 
Hak konsumen adalah: 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamtan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta jaminan yang 
dijanjikan. 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa. 
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atau barang dan/atau 
jasa yang digunakannya. 
e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut. 
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif. 
h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuaui dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang lain. 
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 Hak konsumen juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yaitu: 
a. Mendapat layanan yang baik; 
b. Mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan 
keandalan yang baik; 
c. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang 
wajar; 
d. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga 
listrik;dan 
e. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan 
kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin 
usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam 
perjanjian jual beli tenaga listrik. 
Penelitian ini akan membahas hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam 
Pasal 4 huruf c UUPK yaitu: 
Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa. 
Penelitian ini juga membahas hak-hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 
29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan yaitu: 
Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang 
wajar. 
 
Menurut Celina Tri Siwi Kristiyanti 
Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai 
informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak 
sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. 
Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan 
kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan 
dalam kemasan produk (barang).
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Berdasarkan data sekunder nomor 2.5 tentang layanan tambahan (PPOB) 
berupa biaya administrasi bank dan/atau Kantor Pos seperti yang dialami oleh 
Eliyas Langoday pada saat melakukan pembayaran tagihan rekening listrik 
apabila dihubungkan dengan Pasal 4 huruf c UUPK tentang hak atas informasi 
yang benar, jelas dan jujur, Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tentang memperoleh tenaga listrik dengan 
harga yang wajar dan pendapat Celina Tri Siwi Kristiyanti maka dapat 
dideskripsikan bahwa hak konsumen tersebut telah dilanggar oleh PT PLN Batam 
sebagai penyedia jasa kelistrikan. Dengan adanya biaya tambahan pada saat 
melakukan pembayaran tagihan rekening listrik di bank dan/atau kantor pos 
Eliyas Langoday selaku konsumen telah dirugikan karena kurangnya informasi 
yang benar dan jelas mengenai Sistem Payment Point Online Bank (PPOB) 
kepada Eliyas langoday selaku konsumen dan ketidakwajaran harga yang 
dibayarkan pada saat melakukan transaksi pembayaran rekening listrik karena 
adanya biaya administrasi yang menjadikan Eliyas Langoday harus membayar 
tagihan rekening listriknya lebih mahal. 
Sebagai pendukung adanya kegiatan usaha tidak hanya memiliki hak saja 
tetapi juga kewajiban seperti yang tertulis dalam Pasal 5 UUPK yaitu: 
Kewajiban konsumen adalah: 
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 
dan pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan 
keselamatan. 
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 
jasa. 
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 
secara patut. 
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Kewajiban Konsumen berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan disebutkan bahwa: 
a. Melaksanakan pengamanan terhadap biaya yang mungkin timbul 
akibat pemanfaatan tenaga listrik; 
b. Menjaga keamanan isntalasi tenaga listrik milik konsumen; 
c. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; 
d. Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan 
e. Menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan. 
 
Berdasarkan data sekunder nomor 2.7 tentang adanya biaya tambahan 
administrasi yang dikenakan kepada Eliyas Langoday selaku konsumen jasa 
kelistrikan apabila dihubungkan dengan Pasal 5 huruf b UUPK tentang beritikad 
baik dalam bertransaksi dan Pasal 29 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tentang membayar tagihan tenaga listrik 
maka dapat dideskripsikan Eliyas Langoday selaku konsumen jasa kelistrikan 
sudah menjalankan kewajibannya sebagai konsumen jasa kelistrikan dengan 
beritikad baik untuk membayar tagihan rekening listrik sesuai dengan jumlah 
pemakaian tenaga listrik, akan tetapi ternyata ada biaya tambahan administrasi 
dari adanya sistem PPOB yang dibebankan olehnya yang mengakibatkan Eliyas 
Langoday mengalami kerugian. 
Hak dan kewajiban tidak hanya ada pada konsumen saja, tetapi Pelaku 
Usaha dalam menjalankan usahanya juga memiliki hak dan kewajiban. Hak 
Pelaku Usaha yang diatur dalam Pasal 6 UUPK yaitu: 
 Hak pelaku usaha: 
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan. 
b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan 
konsumen yang beritikad tidak baik. 
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c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian 
hukum sengketa konsumen. 
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen. 
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
Berdasarkan data sekunder nomor 2.7 tentang adanya biaya tambahan 
administrasi yang dikenakan kepada Eliyas Langoday selaku konsumen jasa 
kelistrikan apabila dihubungkan dengan Pasal 6 huruf a UUPK tentang hak 
menerima pembayaran sesuai kesepakatan maka dapat dideskripsikan bahwa hak 
dari PT PLN Batam sebagai penyedia jasa kelistrikan sudah dipenuhi karena 
Eliyas Langoday selaku konsumen jasa kelistrikan sudah membayar tagihan 
rekening listrik sesuai dengan jumlah pemakaian tenaga listrik yang dipakai oleh 
Eliyas Langoday. 
Kewajiban Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK yaitu: 
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 
b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai  kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharan. 
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif. 
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 
jasa yang berlaku. 
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan 
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan. 
f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan. 
g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantia apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 
perjanjian. 
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Berdasarkan data sekunder nomor 2.3 tentang pelayanan yang maksimal 
kepada konsumen jasa kelistrikan apabila dihubungkan dengan Pasal 7 huruf a 
tentang beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya maka dapat 
dideskripsikan bahwa PT PLN Batam sebagai penyedia jasa kelistrikan sudah 
beritikad baik dengan sejak diterapkannya sistem Payment Point Online Bank 
(PPOB), konsumen tidak hanya dapat membayar tagihan rekening listrik melalui 
loket-loket milik PT PLN Batam yang jumlahnya terbatas, tetapi konsumen bisa 
membayar tagihan rekening listrik pada setiap bank, Kantor Pos dan Koperasi 
yang telah menjalin kerjasama dengan PT PL Batam sehingga pembayaran 
tagihan rekening listrik dapat dilakukan kapan dan dimana saja. 
Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu:  
Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada 
orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. 
 
Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo 
Tentang kewajiban ke dua pelaku usaha yaitu memberikan informasi 
yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 
dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan 
pemeliharaan, disebabkan karena informasi disamping merupakan hak 
konsumen, juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak 
memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk 
(cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.
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Berdasarkan data sekunder nomor 2.7 tentang adanya biaya tambahan 
administrasi yang dikenakan kepada Eliyas Langoday selaku konsumen jasa 
kelistrikan apabila dihubungkan dengan Pasal 7 huruf b UUPK tentang 
memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, Pasal 1365 KUHPerdata dan 
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pendapat Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo maka dapat dideskripsikan bahwa 
PT PLN Batam sebagai penyedia jasa kelistrikan telah melanggar kewajiban 
pelaku usaha dan tidak memenuhi hak dari konsumen tersebut karena kurangnya 
memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumennya terkait 
adanya biaya tambahan administrasi yang dibebankan kepada konsumen jasa 
kelistrikan akibat diterapkannya sistem Payment Point Online Bank (PPOB) yang 
mengakibatkan kerugian bagi Eliyas Langoday selaku konsumen jasa kelistrikan 
karena pada saat melakukan pembayaran tagihan rekening listrik adanya biaya 
tambahan administrasi yang dibebankan olehnya. PT PLN Batam sudah membuat 
Eliyas Langoday selaku Konsumen jasa kelistrikan menderita kerugian akibat 
cacat informasi dari adanya biaya administrasi tersebut, PT PLN Batam sebagai 
penyedia jasa kelistrikan harus memberi ganti rugi kepada Eliyas Langoday 
selaku Konsumen jasa kelistrikan yaitu berupa pengembalian biaya tambahan 
administrasi pada saat melakukan pembayaran tagihan rekening listrik. 
Berdasarkan data nomor 4.1 tentang putusan Badan Penyelesaiaan Sengketa 
Konsumen Kota Batam Nomor 022/PK-ARB/BPSK/XI/2014 tanggal 15 
Desember 2014 yang salah satu amar putusannya “Menghukum Tergugat 
mengembalikan uang biaya administrasi Bank yang dibayar Penggugat di Kantor-
kantor Pelayanan PT PLN Batam sesuai jumlah bukti-bukti yang dimiliki 
Penggugat seluruhnya”. 
 Tanggung Jawab Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 19 UUPK, yaitu: 
(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 
diperdagangkan. 
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(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang 
sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau 
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) 
hari setelah tanggal transaksi. 
(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana 
berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur 
kesalahan. 
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 
berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan 
tersebut merupakan kesalahan konsumen. 
 
Menurut Ahmadi Miru dan SutarmanYodo Memperhatikan substansi 
Pasal 19 Ayat (1) UUPK dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha 
meliputi:
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 1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan. 
 2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran dan, 
 3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.  
 
Menurut Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani  
Pertanggungjawaban pelaku usaha pabrikan dan/atau distributor 
pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, 
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan 
ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk 
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang 
sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau 
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.
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 Berdasarkan data sekunder nomor 4.1 tentang menghukum Tergugat untuk 
mengembalikan uang biaya administrasi bank yang dibayar Penggugat di kantor-
kantor pelayanan PT PLN Batam sesuai dengan jumlah bukti yang dimiliki 
Penggugat apabila dihubungkan dengan Pasal 19 ayat (1) tentang pelaku usaha 
bertanggung jawab memberikan ganti rugi dan ayat (2) tentang ganti rugi dapat 
berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa, pendapat 
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, dan pendapat Gunawan Widjaya dan 
Ahmad Yani maka dapat dideskripsikan bahwa PT PLN Batam telah merugikan 
Eliyas Langoday selaku konsumen jasa kelistrikan akibat adanya biaya 
administrasi pada saat melakukan pembayaran tagihan rekening listrik dan 
bertanggung jawab untuk mengembalikan uang biaya administrasi Bank yang 
dibayar oleh Eliyas Langoday selaku konsumen jasa kelistrikan sesuai dengan 
jumlah bukti-bukti yang dimiliki oleh Eliyas Langoday. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
